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Berdasarkan Teori dan Permen ESDM 17/2012 Tentang 
Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK):

Karst  adalah bentang 
a l a m  y a n g  t e r b e n t u k 
akibat pelarutan air pada 
batugamping dan/atau 
dolomit. 

Kawasan Bentang  Alam 
Karst adalah Karst yang 
menunjukkan bentuk 
eksokarst dan endokarst 
tertentu.

Kars t i f i kas i  ada l ah 
proses pelarutan pada 
batugamping.

Kawasan Bentang  Alam 
Karst merupakan kawasan 
lindung geologi sebagai 
b a g i a n  d a r i  k a w a s a n 
lindung nasional.

Istilah karst (Slovenia: kras) berarti 
lahan gersang berbatu. Diadopsi 
untuk istilah bentuklahan hasil 
proses pelarutan (walaupun tidak 
ada kaitan dengan batugamping 
dan pelarutan).

Menurut Ford & Williams (1989), 
karst adalah medan dengan konsisi 
hidrologi yang khas sebagai akibat 
dari batuan yg mudah larut dan 
mempunyai porositas sekunder 
( ke ka r  d a n  s e s a r  i nte n s i f )  yg 
berkembang baik. 
K a r s t  d i c i r i k a n  o l e h  a d a n y a 
cekungan tertutup, langka/tidak 
adanya sungai permukaan, dan 
adanya gua dari sistem drainase 
bawah tanah.



Pemanfaatan Perlindungan

Sosial/Budaya

Pengetahuan

Airtanah

Ekonomi
• Pemanfaatan  bahan baku  tambang• Pariwisata
• Pemanfaatan Air

VS

Fungsi Karst:

Dengan adanya penetapan 
KBAK, menjadi ada 
kepastian hukum dalam 
Penataan Ruang, karena 
menjadi jelas mana karst 
yang harus dilindungi melalui 
KBAK dan mana 
batugamping (karst) yang 
dapat dimanfaatkan. 



Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2010 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian ESDM
Permen ESDM No.17/2012 

TentangPenetapan Kawasan Bentang Alam 
Karst (KBAK)

MenteriESDMMenetapkanKBAK

Yang merupakan Kawasan Lindung Geologi 
sebagai bagian dari Kawasan Lindung 

Nasional

UU 26/2007

Tentang Penataan Ruang

PP 26/2008 PP 13/2017

Tentang RTRWN

Ps 51 huruf e Kawasan lindung geologi

Merupakan bagian dari kawasan 
lindung nasional

Ps 52 ayat (5) Kawasan Lindung Geologi 
terdiri atas:

a. Kawasan cagar alam geologi;

b. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan

c.Kawasan yang memberikan perlindungan 
terhadap airtanah.Ps 53 huruf b: kawasan keunikan bentang alam 

merupakan bagian dari kawasan cagar alam 
geologi

Ps 60 ayat 2: bentang alam kars merupakan salah 
satu kriteria keunikan bentangalam

Kepmen 1456/2000 
tentang Pedoman 

Pengelolaan Kawasan 
Karst

Sebagai bahan penyusunan RTRW (Nasional, 
Provinsi, maupun Kabupaten/kota) terkait 

Kawasan Lindung Geologi

UU 32/2009 
Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup

RPP Perlindungan dan 
Pengelolaan

EKOSISTEM KARST

Sebagai Walidata IGT Peta KBAK 

berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan 
Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000

UU 23/2014 ttg 
Pemerintahan 

Daerah 
(KESDM bertugas 

menetapkan 
Kawasan Lindung 

Geologi) 



melindungi Kawasan Bentang Alam Karst 
yang berfungsi sebagai pengatur alami tata 
air,

melestarikan Kawasan Bentang Alam Karst 
yang memiliki keunikan dan nilai ilmiah 
sebagai objek penelitian dan penyelidikan 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan; dan

mengendalikan pemanfaatan Kawasan 
Bentang Alam Karst.

1

2

3



a. Memiliki fungsi ilmiah sebagi obyek penelitian dan penyelidikan bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan;

b. Memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang mampu menjadi 
media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;

c. Memiliki fungsi sebagai media penyimpan air tanah secara tetap 
(permanen) dalam bentuk akuifer;

d. Memiliki mataair permanen, dan
e. Memiliki gua yang membentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah.

Eksokarst  
(bentukan  karst di permukaan)

Bukit karst

Mataair  permanen
Dolina

Telaga

Endokarst  (bentukan  karst 
di bawah permukaan)

Sungai bawahtanah

Speleotem (stalaktit & stalakmit)



TATA CARA PENETAPAN
KAWASAN BENTANG ALAM KARST

Kawasan bentang alam karst ditetapkan

melalui tahapan kegiatan :

a. Penyelidikan

b. Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst



Dasar 
Penyelidikan

Kegiatan 
Penyelidikan

Pelaksana Penyelidikan Hasil 
Penyelidikan

Sebaran 
batugamping 
yang 
ditetapkan 
oleh Kepala 
Badan

Inventarisasi 
dan 
pemetaan 
bentuk 
eksokarst dan 
endokarst

Sesuai dengan  kewenangan :
§ Kepala Badan
§ Gubernur 
§ Bupati/walikota 

Gubernur dan bupati/walikota sebelum 
melakukan penyelidikan koordinasi dengan 
Badan Geologi

- Laporan
- Peta 

Kawasan 
Bentang 
alam Karst 
skala 
1:50.000

Pihak lain memiliki kewajiban :
v Menyimpan dan mengamankan 

informasi hasil kegiatan
v Menyerahkan seluruh data dan 

informasi kepada Kepala Badan, 
gubernur, bupati/walikota

Pelaksana Penyelidikan dapat bekerja 
sama dengan pihak lain yang 
memiliki pengalaman mengenai karst. 
Pihak lain: 
Ø Lembaga penelitian pemerintah 

atau pemerintah daerah
Ø Perguruan tinggi
Ø Badan usaha



Menteri ESDM

Evaluasi Dokumen 
Usulan Penetapan 

KBAK oleh 
Badan Geologi

Pengecekan 
Lapangan

HASIL EVALUASI

FGD

Biro Hukum, 
Setjen KESDM

Penetapan 
KBAK 

oleh Menteri 
ESDM

1
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A d m i n i s t r a s i 
Dokumen: 
ü Laporan
ü Peta
ü FGD 

ü Bukti Lapangan   
Sebaran   Batugamping 
berdasarkan Peta 
Geologi

ü Bukti Lapangan 
Kemunculan Eksokarst 
& Endokarst

FGD:
Ø Masukan Stakeholder
Ø RTRW/Kebijakan daerah

ü Usulan diterima, bila batas KBAK sesuai dengan Kriteria 
Permen 17/2012

ü Usulan diperbaiki, bila data pendukung tidak lengkap
ü Usulan ditolak, bila tidak menunjukkan adanya sebaran 

batugamping dan/atau tidak sesuai dengan Kriteria 
Permen 17/2012

FGD:
Ø Stakeholder Karst

Pe ny i a p a n  D r a f t 
Final  dari  Subbag 
Hukum BG dan Biro 
H u k u m  E S D M , 
disertai surat usulan 
p e n e t a p a n  h a s i l 
Verifikasi dan FGD 
dari Pemda

Laporan dan 
Peta Hasil 

Penyelidikan



PENETAPAN
KAWASAN BENTANG ALAM KARST

PANGKALAN, KARAWANG



Back to flowchart



KRITERIA BENTUK EKSOKARST DAN ENDOKARST  
TERTENTU
(Berdasarkan Pasal 4 Permen ESDM No.17 Tahun 2012)

a. Memiliki  fungsi  i lmiah sebagi  obyek penelit ian dan 
penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;

b. Memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang 
mampu menjadi media meresapkan air permukaan ke dalam 
tanah;

c. Memiliki fungsi sebagai media penyimpan air tanah secara 
tetap (permanen) dalam bentuk akuifer yang keberadaannya 
mencukupi fungsi hidrologi;

d. Memiliki mataair permanen; dan

e. Memiliki gua yang membentuk sungai atau jaringan sungai 
bawah tanah.

Eksokarst  (kriteria karst di 
permukaan):
a. Mata air permanen;
b. Bukit Karst;
c. Dolina;
d. Uvala;
e. Polje; dan/atau
f. Telaga.

Endokarst (kriteria karst di 
bawah permukaan):
a. Sungai bawah tanah; 

dan/atau
b. Speleotem.

Penetapan kawasan bentang alam karst bertujuan :

a. Melindungi karst yang berfungsi sebagai pengatur 
alami tata air;

b. Melestarikan karst yang memiliki keunikan dan 
ni la i  i lmiah sebagai  obyek penel i t ian dan 
p e n y e l i d i k a n  b a g i  p e n g e m b a n g a n  i l m u 
pengetahuan; dan

c. Mengendalikan pemanfaatan karst.

TUJUAN PENETAPAN KBAK
(Berdasarkan Pasal 2 Permen ESDM No.17 Tahun 2012)



Back to flowchart

Peta Geologi Inderaan Jauh

Peta Usulan KBAK Kab Karawang Peta Sebaran Batugamping Hasil Verifikasi

Sisipan batugampingBatugamping F. Parigi

Batugamping F. Parigi

Luas Sebaran Batugamping BerkurangBukan 
Batugamping



Back to flowchart



Back to flowchart



1. Kriteria Permen ESDM No.17/2012 Tentang Penetapan KBAK
2. Bukti Lapangan sebaran batugamping F. Parigi.
3. Bukti lapangan kemunculan eksokarst dan endokarst tertentu

a. Eksokarst: 
• Mata air Citaman, Ciburial dan Cijaleka

b. Endokarst:
• Sungai bawah tanah di goa Cilele dan Citamiang
• Speleotem di goa Cilele.

4. Penarikan garis batas delineasi mengikuti garis kontur.



Penarikan batas deliniasi ini telah melalui proses-proses berikut ini:

ü Evaluasi terhadap dokumen usulan,

ü Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 05 s.d. 10 Februari 2015,

ü Koordinasi Stakeholder terkait  (FGD) pada tanggal 18 Maret 2015,

ü Ground Check bersama pada tanggal 19 Maret 2015, 

ü Pengecekan berdasarkan Laporan ForkadasC, dan

ü Laporan Susur Gua yang kegiatannya dilakukan pada tanggal 11 s.d. 

14 April 2015.













Back to flowchart

KAWASAN HUTAN 
PRODUKSI TETAP









No Uraian  Luas (Ha) Persentase 
(%) Keterangan

1 Total Sebaran Batugamping   1.621,00  100 F. Parigi

2 KBAK Pangkalan (Kepmen ESDM No.3606 
K/40/MEM/2015)      375,60 23,17 dari total sebaran btgp

Luas KBAK Perda Kab 
Karawang  No. 2 
Tahun 2013

Pergub No. 
20 Tahun 
2006  Jabar

Keterangan

375,60 Ha 1.012,9 Ha >2.000 Ha Selisih luasan karena:
1. Tidak semua batugamping  

F. Parigi
2. Tidak sesuai dengan Kriteria 

Permen ESDM 12/2012



Sumber: http://wartapalaindonesia.com/mengintip-kawasan-karst-pangkalan-
menuai-kabar-baik-kementerian-esdm/



Sumber: http://karstpangkalan.blogspot.co.id/2015/11/penyusutan-area-
lindung-kbak-pangkalan.html



Kondisi Saat Ini:
1. Peraturan Daerah Kab Karawang No. 2 Tahun 2013 Tentang RTRW Kab Karawang 

Tahun 2011-2031,  menyatakan:
Ø Pasal 33: kawasan karst ± 1.012,9 Ha sebagai kawasan lindung geologi.
Ø Pasal 39: merupakan Kawasan yang memiliki potensi batugamping.
Ø Pasal 40: merupakan Kawasan Peruntukan Industri.

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 20 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Kawasan 
Karst Jawa Barat, telah menetapkan wilayah di Kecamatan Pangkalan sebagai Kawasan 
Karst Kelas I.

3. Status lahan di dalam sebaran batugamping adalah Tanah Negara, Hak Guna 
Bangunan, dan Kawasan Hutan Produksi Tetap, namun sebagian sudah hak milik.





Source: Williams, P.W., (Ed), Karst terrains; enviromnetal 
changes and human impacts, 1993 Elsevir



Kawasasan Cagar 
Alam Geologi

Kawasan Rawan 
Bencana Alam 
Geologi

Kawasasan Yang 
Memberikan 
Perlindungan Terhadap 
Airtanah

Melindungi obyek geologi yang bersifat 
langka, (dari umur, jenis, proses 
pembentukan) serta memiliki nilai 
pengetahuan

Melindung jiwa manusia dan hasil-hasil 
pembangunan dari ancaman bencana 
geologi

Melindungi keberadaan dan  
keberlangsungan sumberdaya airtanah 
(dalam) serta mencegah terjadinya banjir 
dan longsor



Peraturan Zonasi pada Pasal 104 dan Pasal 106 PP 26/2008 tetap atau tidak berubah, 
sedangkan pada Pasal 105 dihapus: 
Pasal 104
1) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil disusun dengan 

memperhatikan:
a. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
b. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan; dan
c. kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi.

2) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam disusun dengan 
memperhatikan pemanfaatannya bagi pelindungan bentang alam yang memiliki ciri 
langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, 
dan/atau pariwisata.

3) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi disusun dengan 
memperhatikan pemanfaatannya bagi pelindungan kawasan yang memiki ciri 
langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan 
dan/atau pariwisata.

Telaahan  PP 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 
Tahun 2oo8 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional



• Pada sebaran batu gamping biasanya terbentuk karst yang  mempunyai fungsi 
strategis yang harus dilindungi, antara lain :
- fungsi hidrologis;
- fungsi estetika;
- fungsi edukasi;

• Batu gamping juga mempunyai nilai ekonomi strategis sebagai bahan tambang;
• Penetapan KBAK menjadi penting untuk dapat menentukan mana sebaran batu 

gamping yang harus dilindungi dan mana sebaran batu gamping yang dapat 
dibudidayakan;

• Penetapan KBAK Pangkalan menjadi dasar bagi gubernur dan bupati sesuai dengan 
kewenangannya untuk menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan 
kabupaten.

• Pengelolaan KBAK Pangkalan yang merupakan kawasan lindung geologi sebagai 
kawasan lindung nasional didasarkan pada PP 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2oo8 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional, yaitu dengan mengikuti ketentuan peraturan zonasi pada pasal 104.




